AL-MASLAHAH MENURUT ABU HANIFAH:
KARAKTERISTIK, KEHUJJAHAN,
DAN SIGNIFIKANSINYA DALAM BERIJTIHAD

Moh. Mahrus
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda
Email: mahrus.m@yahoo.com

Abstract: The study of the Islamic law has closer connection to the
concept of magqasid al-shari'ah that concern in al-maslahah. Many of
theory of al-maslahah which is available, as the concept in it based
on Imam Abu Hanifah’s perspectives about istihsan which could
be categorized as the al-tashri’ in syari ‘at Islam, both about ith
characteristics and originality. ilstihsan is interpreted as the return
of the expert of moslem law (mujtahid) from qiyas al-jali to qiyas al-
khafi. It means that mujtahid return in order that they do not justify a
problem with the provisions of the available law (giyas al-jalt) despite
of its ‘illat could be known clearly -but ith influence is less effective-
as the other law that is contradiction (qiyas al-khafi) as well as ith
influence is stronger, despite did not appear and the movement is
caused by any something that desires it (that is more the advantage).
The characteristics of istihsan as following: to verify qiyas al-khafi
than qiyas al-jali, because there is a supportive proposition; and to
apply exception of law on the juz’?. To make argument on istihsan is
permitted as long as it is not merely follow the carnal lust, and refer
to the other proposition which is should be considered as substance
of comparison and consideration.

Keywords: Maqasid al-shari’ah, al-maslahah, istihsan, qiyas al-jali, qiyas
al-khaft

Abstrak: Studi tentang hukum Islam tidak bisa lepas dari konsep
magqasid al-shari'ah yang bergerak dalam al-maslahah. Dalam
diskursus hukum Islam, banyak teori mengenai al-maslahah, salah
satunya adalah konsep Imam Abu Hanifah mengenai istihsan
yang menempatkannya sebagai sumber hukum dalam Islam.
Istihsan diartikan sebagai cara para ahli hukum Islam (mujtahid)
mengembalikan hukum dari giyas al-jali ke giyas al-khafi. Ini berarti
bahwa mujtahid tidak memutuskan masalah dengan ketentuan
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hukum yang tersedia (qiys al-jali) meskipun dengan 'illat yang dapat
diketahui dengan jelas, melainkan dengan mempertimbangkan
kemungkinan hukum lain yang lebih efektif (qiyas al-khafi) dengan
pertimbangan tujuan hukum yang lebih keuntungan. Ciri istihsan
adalah untuk mengutamakan qiyas al-khafi dari qiys al-jali, karena ada
proposisi yang mendukung; dan menerapkan pengecualian hukum
pada kasus-kasus yang spesifik. Istihsan diperbolehkan asalkan tidak
hanya mengikuti nafsu duniawi dan harus mengacu pada proposisi
lain dengan berbagai pertimbangan.

Kata kunci: maqasid al-shari’ah, al-maslahah, istihsan, qiyas al-jali,
qiyas al-khaft

A. Pendahuluan

Penciptaan manusia di muka bumi dalam beragam bentuk, ras, suku,
golongan maupun bangsa, merupakan kehendak Allah swt. Dia membekali
makhluk tersebut dengan berbagai keperluan dan kepentingan. Manusia sebagai
makhluk sosial—di samping individu-, ketika berinteraksi dengan sesamanya
seringkali bersentuhan dengan “persinggungan kepentingan”, sehingga
manakala hilang “penghormatan” terhadap sesama, niscaya akan terjadi
berbagai pelanggaran. Oleh karenanya, Pencipta semesta raya ini menyertakan
berbagai aturan dalam kehidupan manusia.

Islam merupakan agama yang berisikan syari’at, tuntunan, dan aturan-
aturan-Nya dalam rangka menata kehidupan manusia, khususnya kebahagiaan
bagipemeluknya. Syari’atatauajaran-ajarannyamengandungnilaikemaslahatan
yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran tersebut tertuang
di dalam al-nash (baik al-Qur’an maupun Hadis) secara ijmali (global) dan
adakalanya zannT (asumsi,) sehingga memerlukan pemahaman lebih mendalam
serta detail untuk mengetahui isi kandungannya.

Cukupbanyakdiantaraulamayangmencurahkan segaladaya danupayanya
untuk memahami kandungan al-nash dalam rangka mendapatkan kejelasan
hukum bagi sesuatu yang belum dijelaskan secara detail di dalam nas (teks)
tersebut, seperti Imam Syafi’1, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Aba Hanifah,
serta lainnya. Masing-masing memiliki prinsip serta metode yang berbeda dalam
ber-istinbat hukum, sehingga terkadang menghasilkan pendapat bervariasi atas
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suatu peristiwa hukum. Perbedaan yang terjadi ini merupakan “rahmat” bagi
kaum muslimin khususnya, dan bagi umat manusia (umumnya).

Sebagaimana telah diketahui, manusia juga merupakan makhluk sosial
selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hubungannya
dengan lingkungan tersebut, terdapat norma-norma yang berlaku dan tidak
dapat dipisahkan dengan aktifitas sehari-hari, baik norma agama, sosial,
ekonomi, etika, dan sebagainya. Manusia juga merupakan ahsan al-khalqgi (sebaik-
baik makhluk) karena akal yang dimilikinya dan mampu menggunakan serta
memanfaatkannya secara maksimal dalam rangka berinovasi untuk melahirkan
ide-ide cemerlang. Ketika manusia menuntut kemapanan dan kelayakan hidup,
maka diserukan kepadanya berusaha agar tujuan yang diharapkan dapat
tercapai dan terpenuhi keperluan hidup dari berbagai aspek yang ada, dengan
catatan bahwa upaya tersebut haruslah mengandung unsur kemaslahatan yang
direstui oleh syari’at-Nya.

Dalam menetapkan segala sesuatu tersebut memiliki nilai maslahat atau
tidaknya, para mujtahid memberikan acuan serta kriteria, agar nilai maslahat
dapat dijadikan sebagai tujuan syara’ serta sebagai bahan pertimbangan dalam
merumuskan suatu hukum. Di antara ulama’ yang berkompeten adalah
sebagaimana keempat mujtahid masyhur tersebut, antara lain Imam Aba
Hanifah. Pada tulisan ini difokuskan konsep al-Maslahah dalam pandangan
Imam Abt Hanifah (istihsan) yang dapat dikategorikan sebagai adillat al-tashri’
dalam syari’at Islam, baik mengenai karakteristik dan kehujjahannya.

Sebelum lebih lanjut mengkaji mengenai konsep al-maslahah ini, berikut
ini paparan secara umum mengenai pengertian al-maslahah, al-maslahah
sebagai maqasid al-shari’ah, dan profil Imam Abf Hanifah serta kajian konsep
al-maslahahnya.

B. Pengertian Al-Maslahah

Makna maslahah (i~l2s) bila ditinjau dari segi etimologi merupakan
bentuk mufrad (tunggal) dari kata masalih (xla.) yang berarti al-naf’u/
(manfaat) lawan dari kata al-fasad/..s  (kerusakan). Kata al-maslahah ini
juga dimaksudkan pada makna majazi, yakni menyebutkan al-sabab (proses
perbuatan) tetapi yang dikehendakinya adalah al-musabbab (hasil dari perbuatan
tersebut), pengertiannya adalah bahwa yang dimaksud dengan penyebutan al-
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Maslahah itu pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yakni dalam
bentuk kemanfa’atan.’

Sedangkan pengertian al-Maslahah secara istilah syara’, ada beberapa
tokoh yang memberikan pengertian, antara lain :

1.  Imam al-Gazali memandang al-Maslahagh diartikan sebagai hal yang dapat
mendatangkan manfa’at atau menolak bahaya (; .2+), dan tujuan dari al-
Maslahah ini juga menjadi tujuan hamba untuk kebaikannya. Al-Gazali
lebih menspesifikasikan makna al-Maslahgh ini pada penjagaan atas 5
(lima) hal yang menjadi tujuan al-syara’ terhadap makhluk yakni agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pointnya adalah segala sesuatu
yang mengandung penjagaan kelima hal tersebut dikatakan Maslahah,
begitu pula sebaliknya segala hal yang mengabaikannya disebut mafsadah
(kerusakan atau lawan dari Maslahah).?

2. Al-Khawarizmi menyatakan bahwa yang dimaksud al-Maslahah itu
adalah menjaga tujuan syara’ dengan cara menghindarkan makhluk
dari kerusakan atau dengan kata lain menolak kerusakan. Sebenarnya
pendapat al-Khawarizmi ini senada dengan pendapat al-Gazali, karena
dengan menolak kerusakan dan menjauhkannya dari makhluk ini akan
membuahkan kemaslahatan atau kebaikan bagi mereka dan hal itulah
yang dikehendaki oleh al-shara’’

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa makna al-Maslahah adalah
kebaikan atau kemanfaatan yang menjadi tujuan syara’ serta menghindarkan
atau menolak kerusakan terhadapnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan
syara® tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta
lebih ditekankan bahwa semua yang berlangsung itu tidak boleh didasarkan
pada hawa nafsu, karena bagaimanapun juga kebaikan yang bermula dari hawa
nafsu itu pada hakikatnya adalah kejahatan yang berujung pada kemafsadatan
(kerusakan).

'"Maj al-Din Muhammad b. Ya’qub al-Fairuzzabada, al-Qamiis al-Muhit (Beirut : Dar al-Fikr,
1995), 209, bandingkan dengan Yasuf Hamid al-Alim, al-Magqasid al-‘Ammah li al-Shari’ah al-Islamiyah
(Kairo : Dar al-Hadith, tt.), h. 133.

*Al-Ghazali, al-Mustashfa, Juz 1, Cet.1 (Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-Arabi, 1997), h. 284.

*Yasuf Hamid al-‘Alim, al-Magasid..., 135. Pengertian lain yang seirama sebagaimana
pendapatnya al-Syatibi dan al-Bati, lihat AbG Ishaq Ibrahim b. Muhammad al-Syatibi, al-I'tisham
(Makkah: al-Maktabah, al-Faishaliyah, tt.), 113, dan Muhammad Sa’id Ramadan al-Bati, Dawabit al-
Maslahah fi al-Shari’ah al-Islamiyah (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), h. 27.
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C. Al-Maslahah sebagai Magqasid al-Shari’ah

Dalam penetapan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
agar ketentuan hukum yang lahir itu sesuai dengan kehendak al-Shari’, di
antaranya adalah motif yang melahirkan hukum (al-‘illah) dan tujuan dari
penetapan tersebut (al-Magasid). Pada bahasan kali ini, yang dibincangkan
adalah tujuan dari penetapan suatu hukum. Syari’at Islam memandang bahwa
aksiologi dari lahirnya hukum tertentu atas suatu masalah tertentu itu adalah
untuk memelihara kemaslahatan umat manusia. Keberadaan al-Maslahah ini
dilandaskan pada dalil-dalil al-nash, antara lain sebagalmana yang terdapat
dalam ayat 165 surat al-Nisa’ JM,S\ g 4»\ Je Juu.! 555 >U ks UJJ.M S,
artinya: “(Mereka kami utus) selaku rasul- rasul pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah
Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.”

Ayat lamnya adalah surah al-Ma'idah ayat 6 : 1, ; _,SJ ST VS,J:— Jad P j
O )iw rm r&.l.r— L TS ,g,b.’;), artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu,
tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya
bagimu, supaya kamu bersyukur”. Kedua ayat tersebut memberi penegasan
bahwa dengan diutusnya Rasul itu akan membawa kemaslahatan (kebaikan)
bagi umat manusia, demikian pula Allah swt. sama sekali tidak menghendaki
suatu kesulitan kepada makhluk-Nya, karena hal ini merupakan wujud al-

Maslahah.

Al-Shatibi melihat al-Maslahah sebagai tujuan penetapan hukum Islam
memiliki 2 (dua) sudut pandang; pertama adalah Magasid al-Shari’ (tujuan Allah
swt. dan Rasul-Nya), dan kedua ialah Magqasid al-Mukallaf (tujuan mukallaf/
obyek hukum). Ketika al-Maslahah itu berada di kawasan Magqasid al-shari’,
maka di dalamnya terdapat 4 (empat) aspek, yaitu :

a.  Tujuanawal dari syari’at (penetapan hukum), yakni kemaslahatan manusia

di dunia dan di akhirat.
b.  Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
c.  Syari’at sebagai suatu hukum taklif yang yang harus dilakukan, dan

d.  Tujuan syari’at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.
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Sedangkan untuk Magasid al-mukallaf lebih mencerminkan sikap mukallaf
terhadap tujuan al-Shari’.*

Selain al-Maslahah menjadi Magqasid al-SharT’ah, ia juga menjadi sumber
hukum. Untuk mengetahuinya, terlebih dulu harus meninjau dari segi ada
atau tidaknya legitimasi al-nash terhadap al-Maslahah tersebut. Dalam hal ini
mayoritas ulama membaginya kepada 3 (tiga) macam:

a.  Al-Maslahah yang terdapat kesaksian syara’ dalam mengakui keberadaan-
nya, hal ini menjelma menjadi landasan al-qiyas, karena sama dengan al-
mundsib dalam pembahasan al-qiyas, yaitu suatu sifat yang nyata dalam
bentuk kemaslahatan, yang terdapat pada suatu kasus hukum, dapat
diukur dan dinalar, merupakan salah satu ciri ketika mengenal illat hukum
dalam rangka melakukan al-qiyas.

b.  Al-Maslahah yang terdapat kesaksian syara’ dalam membatalkan
(menolaknya).

c.  Al-Maslahah yang tidak terdapat kesaksian syara’ baik dalam mengakuinya
maupun menolaknya dalam bentuk nash tertentu.

Untuk point (a), semua ulama’ sepakat berpendapat bahwa al-Maslahah
ini dapat dijadikan hujjah (dalil untuk diamalkan), dan untuk point (b) tidak
dapat dijadikan hujjah karena dianggap batal dan bertentangan dengan al-
nash. Sedangkan untuk point (c) terdapat perbedaan, namun akhirnya lebih
mengedepankan pendapat yang membolehkan ber-hujjah dengannya (termasuk
kajian al-Maslahah al-mursalah). Lebih lanjut lagi, untuk point (c) ini dibagi lagi
berdasarkan sesuai dan tidaknya al-Maslahah tersebut dengan tujuan syara’,
yakni: pertama, al-Maslahah al-muldimah, yaitu al-Maslahah yang meskipun
tidak terdapat al-nash tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkup yang
umum, ia sesuai dengan tujuan syara’ (al-Usil al-khamsah) atau disebut pula
dengan al-Maslahah al-mulaimah li jins taaarruf al-shari’. Kedua, al-Maslahah al-
garibah, yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian shara’ terhadapnya,
baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nau” maupun
jins tadarruf al-Shari’”>

‘Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Shari’ah Menurut al-Shatibi (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 1996), 70, lihat juga al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usiil al-Ahkam, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.),
h.s.

>Said Agil Husein al-Munawar, “Konsep al-Maslahat dalam Hukum Islam, Suatu Tinjauan
Sebagai Sumber Hukum”, Dialog, Jurnal Penelitian & Informasi, 49 (Desember, 1998), h. 62.
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Ada beberapa kriteria lain yang harus dipenuhi oleh al-Maslahah untuk
dapat diakui sebagai Maqasid al-Shar7’ah, di antaranya :

a. Masa al-Maslahah tidak terbatas di dunia semata, tetapi mencakup
kemaslahatan dunia sampai dengan di akhirat.

b.  Nilai al-Maslahah al-mu’tabarah tidak terbatas pada kenikmatan materi,
akan tetapi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

c. Kemaslahatan agama menjadi dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan
yang lain, seperti: jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda. Dengan
demikian, demi memelihara kemaslahatan agama, kemaslahatan-
kemaslahatanyanglainharusdikorbankan, manakalaantarakemaslahatan-
kemaslahatan itu berlawanan.

Selain itu, Sa’ld Ramadan al-Bathi juga memberikan kriteria yang lain
dengan redaksi yang berbeda tetapi maksudnya sama, yakni hendaknya al-
Maslahah itu termasuk dalam tujuan al-Shari’, tidak bertentangan dengan al-
Qur’an, dengan al-Sunnah, maupun dengan al-Qiyas serta tidak bertentangan
dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.” Apabila al-Maslahah telah memenuhi
ketentuan-ketentuan yang berlaku di atas, maka seorang hamba boleh
menjadikannya sebagai sumber hukum karena telah sesuai dengan tujuan
penetapan suatu hukum serta cocok dengan kehendak al-Shari’.

Setelah diketahui tentang posisi al-Maslahah dalam hukum Islam, berikut
ini beberapa variasinya yang terpaut dengan kajian konsep al-Maslahah-nya
Imam Abu Hanifah.

D. Konsep al-Maslahah Imam Abu Hanifah

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep al-Maslahahnya Imam
Abt Hanifah atau yang dikenal dengan istihsan ini, berikut penulis hadirkan
tokoh yang mempelopori penggunaan istihsan sebagai salah satu sumber
hukum Islam, yakni Imam Abt Hanifah.

Nama lengkap Abti Hanifah adalah al-Nu’man bin thabit bin Zatha Ibn
Mah mawla Taymillah bin Tha’labah lahir pada tahun 80 H dan wafat pada
tahun 150 H. Semasa hidupnya, beliau pernah bertemu beberapa Sahabat

¢Sjechul Hadi Permono, Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi
(Surabaya: Demak Press, 2002), 16.

’Al-Munawar, Konsep..., h. 63.
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Nabi saw., yakni Anas bin Malik ketika di Basrah, Abdullah bin Abi Awfa di
Kufah, Sahl bin Sa’d al-Sa’idi di Madinah dan Aba Thufail ‘Amir bin Wathilah
di Makkah. Pada tahun 96 H, Aba Hanifah pergi haji bersama ayahnya dan
bertemu dengan Sahabat ‘Abdullah bin al-Harith bin Juz’i al-Zubayda di
Masjidil Haram, karenanya beliau termasuk golongan Tabi’in. Selain pernah
bertemu dengan para Sahabat tersebut yang sekaligus menjadi gurunya, Abu
Hanifah juga pernah belajar hadith pada Ata’ bin Abi Rabbah, Nafi" mawla Ibn
‘Umar, Qatadah dan Hammad bin Abi Sulaiman, sedangkan dalam masalah
figh beliau berguru kepada Ibrahim al-Nakha't (murid ‘Alqgamah al-Nakha'l) dan
al-Aswad bin Yazid. Sebagai seorang mujtahid, Aba Hanifah juga mempunyai
cukup banyak murid yang sangat masyhur, di antaranya adalah Abt Yasuf dan
Muhammad bin al-Hasan.

Dimasanya, selain terkenal sebagai orang yang “alim serta faqth, beliau juga
terkenal sebagai pedagang yang jujur, dermawan, wira’i, dan kuat hafalan serta
brilian pemikirannya. Ibn Mubarak pernah menyatakan bahwa Aba Hanifah
adalah ahli figh yang sangat handal dan belum pernah dijumpai sebelumnya.
Dalam hal wahana keilmuan, AbG Hanifah memberikan sumbangsih buah
karyanya antara lain kitab Musnad berisikan 118 hadith yang dibukukan oleh
Abt al-Muayyad al-Khawarizmi.®

1. Pengertiannya

Secara bahasa, Istihsan berarti menganggap baik terhadap sesuatu (; .21 as
t.>),” sedangkan secara istilah diartikan berpalingnya mujtahid dari giyas al-jalt
ke giyas al-khafi. Maksudnya seseorang berpaling untuk tidak menetapkan suatu
masalah dengan ketentuan hukum yang ada (qiyas al-jalt) meskipun ‘illatnya
dapat diketahui dengan jelas -namun pengaruhnya kurang efektif-, kepada
hukum lain yang bertentangan (qiyas al-khafi) serta pengaruhnya itu lebih kuat,
meskipun tidak begitu tampak dan perpindahan tersebut dikarenakan adanya
sesuatu yang menghendakinya (yakni lebih maslahat)."

Definisi senada juga diberikan oleh al-Sarakhsi, bahwai istihsan itu pada
dasarnya merupakan 2 giyas, yakni pertama jali tetapi lemah pengaruhnya

SMuhmmad Al al-Sayis, Tarikh al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah, 1990), h.
104-108.

*Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usil al-Figh, Cet. 8 (Mesir: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 79.

""Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.
139.
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yang disebut dengan qiyas, dan kedua khafi tetapi kuat pengaruhnya yang

dinamakan istihsan atau qiyas mustahsan, sehingga ditarjih berdasarkan kuatnya

pengaruh bukan atas dasar jelas dan samarnya penunjukan dalil, adapun yang

dimaksud dengan kuat atau lemahnya pengaruh itu dilihat dari segi konsep

dasar memudahkan dan meniadakan kesulitan/kesempitan dalam penetapan

hukum."

2. Tipologinya

Sejauh pengetahuan penulis, masih belum dijumpai tipologi istihsan secara

jelas. Namun, berikut ini akan dipaparkan macam-macam istihsdn menurut

ulama’ Hanafiyyah, guna ditarik tipologinya.

a.

Istihsan bi al-nas, yaitu istihsan berdasarkan ayat atau hadis Nabi saw).
Maksudnya terdapat ayat atau hadith yang berbeda dengan kaidah umum
mengenai satu kasus, sehingga diberlakukan ayat atau hadith tersebut
karena lebih melihat sisi kemaslahatannya. Seperti, bagi orang yang puasa
tidak boleh makan atau minum karena membatalkan puasanya, namun
hukum ini dikecualikan bagi orang yang lupa melakukannya dikarenakan
ada satu hadis Nabi saw. yang menyatakan hal tersebut.

Istihsan bi al-ijma’ atau istihsan bi al-‘urf, yaitu istihsan yang didasarkan pada
ijma’ atau adat kebiasaan yang berlaku umum. Seperti penggunaan jasa
pemandian umum, seharusnya ditentukan dalam akad mengenai waktu
dan jumlah air yang dipakai oleh pengguna jasa, tetapi hukum ini tidak
berlaku karena hal tersebut mempersulit (secara umum) sehingga boleh
mandi tanpa harus menentukan dalam akad tentang jumlah air dan waktu
yang dipakainya.

Istihsan bi al-dariivah, yakni istihsan yang didasarkan pada keadaan darurat.
Seperti ketika sumur kemasukan najis, maka sulit sekali menguras air
dalam sumur itu karena merupakan sumber air, sehingga langkah yang
ditempuh adalah dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur
agar dapat dimanfaatkan lagi untuk keperluan ibadah dan kebutuhan
hidup lainnya.*

"Muhammad Aba Zahrah, Usil al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.), h. 265.
21bid., h. 267.
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d.  Istihsanbial-maslahah, yaitu istihsan yang didasarkan kepada kemaslahatan.
Seperti pekerja pabrik pada dasarnya tidak bertanggungjawab atas
kerusakan komoditi karena ketidaksengajaan sebab mereka hanyalah
pegawai yang digaji. Namun demi kemaslahatan bersama maka setiap
pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi baik disengaja
maupun tidak, agar lebih bagus dalam kinerja serta etos kerjanya.

Dari beragam model istihsan di atas serta kandungan definisinya, dapat
dipahami bahwa essensi yang juga merupakan tipologi istihsan adalah:

a. Mentarjih qiyas al-khafi daripada gqiyas al-jali, karena ada dalil yang
mendukungnya.

b. Memberlakukan pengecualian hukum juz’7 dari hukum kull7 atau kaidah
umum dengan didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya karena
memandang adanya kemaslahan yang lebih besar pada hukum juz
tersebut.”

Pada Istihsan ini terdapat dua dalil dalam satu peristiwa, sedangkan dalam
kajian al-maslahah al-mursalah hanya satu dalil yakni kemaslahatan itu sendiri,
dan point ini yang juga membedakan antara keduanya.

3. Al-Maslahah (Istihsan) sebagai Pijakan Pengambilan Hukum Islam

Ada perbedaan di kalangan ulama’ figh ketika memandang Istihsan sebagai
salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Golongan ulama Syafi'iyah,
Zhahiriyah, SyT’ah dan Mu'tazilah tidak menerima Istihsan dijadikan sebagai
hujjah, terutama Istihsan bi al- ‘urfbagi al-Gazali. Mereka memberikan beragam
alasan yang intinya adalah bahwa dengan Istihsan, seseorang (mujtahid) akan
terjebak dalam menetapkan hukum yang didasarkan kepada akal dan hawa
nafsu serta hal ini tidak pernah diterapkan oleh Rasul saw., juga belum terdapat
tolok ukur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentangnya.

Menyikapi pendapat di atas, al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Nasrun
Haroen menyatakanbahwa Istihsan tidak semata-mata didasarkan kepadalogika
dan hawa nafsu, tetapi didasarkan kepada dalil yanglebih kuat (dalam kandungan

“Nasrun Haroen, Uaul Figh I (Jakarta: Logos, 1997), h. 105, 107.

“Bandingkan dengan karya al-Shafi’'i, al-Um, juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 313, serta Ibn
Hazmin al-Andalasi, al-Thkam fi Usil al-Ahkam, jilid VI (Beirut: Dar al-Kutub, tt.), h. 232. Lihat pula
‘Abd al-Azizb. Abd al-Rahman al-Sa’id, Ibn Qudamah wa Atharuh al-Usiliyyah, cet. IV (Riyad: Matba’ah
Jami’ah al-Imam Muhammad b. Su’ad al-Islamiyah, 1987), h. 178.
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kemaslahatannya) dan melalui hasil induksi dari sejumlah al-nas bukan secara

parsial. Sehingga al-Shatibi tergolong ulama’ yang menerima istihsan dapat

dijadikan hujjah. Sejalan dengan al-Shatibi adalah ulama’ Hanafiyah, Malikiyyah

serta sebagian ulama’ Hanabilah. Argumen yang mereka berikan adalah:

a.

Adanya ayat-ayat yang memberi acuan terhadap peniadaan kesulitan dan
kesempitan dari umat manu51a sebagaimana dalam surat al-Baqarah
ayat 185 : ... 23l (._<, N5 r_<4 FI ,» ... (Artinya : ...Allah menghendaki
kemudahan bagimu, dan tidak menghendak1 kesukaran bag1mu ), dan
al-Zumar ayat 55 : ujwvﬁ\;&u\mw&dw\ngrﬁjj&vﬂ\dj\uw}\\w\)
(Artinya : Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu
dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang
kamu tidak menyadarinya).

Hadith Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abd
Allah bin Mas’td sebagai berikut : .o 4l ke 45 b 05kl o, L (Sesuatu
yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula bagi Allah swt).

Dari hasil penelitian terhadap berbagai ayat dan hadith dalam bermacam-
macam permasalahan (mu'amalah) menunjukkan terkadang dengan
memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan al-giyas (qiyas
al-jalt) justru akan membawa kesulitan bagi umat manusia, padahal tujuan
dari penetapan hukum syara’ itu adalah menjaga kemaslahatan manusia.
Oleh karenanya, jika seorang mujtahid mengalami kondisi semacam ini,
maka dia boleh berpaling kepada kaidah lain yang lebih sesuai dengan
tujuan syara’ yakni pemeliharaan kemaslahatan manusia, walaupun
kaidah tersebut tergolong juz’1.”

Dengan demikian ber-hujjah dengan istihsan-pun diperbolehkan, asalkan

tidak asal ambil yang enak saja karena dorongan hawa nafsu dengan alasan lebih

baik tanpa melihat dalil lainnya yang seharusnya dijadikan bahan perbandingan

dan pertimbangan. Demikian pula dalam penetapan al-maslahah itu tetap

mengacu pada ijma’ dan juga benar-benar merupakan tujuan dari penetapan

hukum dan tidak bertentangan dengan kehendak dan maksud al-shari’ serta

berada dalam area yang diperbolehkan pemberlakuan al-maslahah.

E.

Karakteristik dan Kehujjahan

“Haroen, Ushul ..., h. 108-109.
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Dari hasil paparan tersebut dapat diketahui bahwa konsep al-maslahah
Abt Hanifah memiliki landasan yang mapan dalam menetapkan kemaslahatan
tersebut dianggap sebagai Maqasid al-Shar’’ah. Sehingga, sewaktu berada
dalam koridor tujuan syariat tersebut maka memiliki kekuatan sebagai dalil
hukum yang bisa diamalkan serta dapat dijadikan starting point bagi seorang
(baca: hakim) untuk berijtihad di masa sekarang. Terutama apabila seorang
hakim dihadapkan pada persoalan (peristiwa hukum) yang memerlukan
putusan—perspektif hukum positif—tetapi hal tersebut belum terakomodir
dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, seyogyanya
hakim mengambil inisiatif berijtihad, antara lain didasarkan pada konsep al-
Maslahahnya Abt Hanifah yang telah mapan. Konsep mapannya kemaslahatan
itu dapat dilihat dari kedua hal berikut ini:

1. Segi Karakteristiknya

Imam Abi Hanifah senantiasa menyandarkan pada dalil giyas untuk
mengawali konsep Istihsan-nya dan juga maslahat yang dapat dijadikan
barometer sebagai “tulang-punggung” Istihsan harus mengikuti standarisasi
kemaslahatan yang diakui oleh syara® yang mengacu pada surah al-Maidah ayat
6, surah al-Baqarah ayat 185, al-Zumar ayat 55 serta Hadith Nabi saw yang
diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Mas’td sebagai berikut
e 4D i 5 L O sk ol L.

Hal lainnya adalah konsep yang diberikan senantiasa mengedepankan dalil
al-Qur'an, Hadis, dan Ijma" sebelum menjadikan teorinya menjadi sebuah dalil
hukum atas hal-ihwal yang terkait dengan ibadah maupun muamalah. Imam
Abt Hanifah memberikan penegasan bahwa proses penggunaan Istihsan mutlak
melalui induksi sejumlah dalil secara komprehensif, bukan parsial. Ditekankan
pula bahwa dalam penetapannya tidak boleh didasarkan pada kehendak hawa
nafsu, tapi harus mengikuti koridor syara’.

Di samping itu, pada istihsan terdapat 2 (dua) dalil sehingga diadakan
pentarjihan antara qiyas al-khafi dan gqiyas al-jali dengan pertimbangan
kuatnya pengaruh, yakni peniadaan kesulitan (41 i) karena ada dalil yang
mendukungnya yakni lebih maslahat. Sehingga diberlakukan pengecualian
hukum juz’7 dari hukum kullt atau kaidah umum dengan didasarkan pada dalil
khusus yang mendukungnya karena melihat adanya kemaslahan yang lebih
besar pada hukum juz’i tersebut.

2. Kekuatan Hukum Pengamalannya
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Sebuah perbedaan akan berujung pada rahmat. Kiranya ini yang dijadikan
pegangan oleh fugaha' ketika memandang istihsan sebagai salah satu dalil
dalam menetapkan hukum syara’. Sehingga muncullah beragam pendapat.
Kelompok ulama Syafi‘iyah, Zahiriyah, SyT'ah, dan Mu’tazilah tidak menerima
istihsan dijadikan sebagai hujjah, terutama istihsan bi al-‘urf bagi Imam al-
Gazali. Mereka memberikan beragam alasan yang intinya adalah bahwa dengan
Istihsan, seseorang (mujtahid) dikhawatirkan akan terjebak dalam menetapkan
hukum yang didasarkan kepada akal dan hawa nafsu, serta hal ini tidak pernah
diterapkan oleh Rasul saw., juga belum terdapat tolok ukur yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan tentangnya.

Berbeda dengan al-Shatibi, dia menyatakan bahwa istihsan tidak semata-
mata didasarkan kepada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan kepada dalil
yang lebih kuat (dalam kandungan kemaslahatannya) dan melalui hasil induksi
dari sejumlah al-nash bukan secara parsial. Sehingga al-Shatibi tergolong ulama
yang menerima Istihsan dapat dijadikan hujjah. Sejalan dengan al-Shatibi adalah
ulama Hanafiyah, Malikiyyah serta sebagian ulama Hanabilah. Dari berbagai
pendapat yang ada tersebut memiliki argumen yang sah dan cukup kuat.
Kendati terdapat perbedaan, pada dasarnya yang dijadikan pangkal persoalan
adalah adanya kekhawatiran terjebaknya manusia dalam kehendak nafsunya
ketika mengambil maslahat (istihsan) sebagai hujjah. Walhasil, berhujjah dengan
istihsan pun diperbolehkan asalkan tidak asal ambil yang enak saja karena
dorongan hawa nafsu dengan alasan lebih baik tanpa melihat dalil lainnya yang
seharusnya dijadikan bahan perbandingan dan pertimbangan.

F.  Penutup

Padaakhirpembahasanini, penulisakanmemberikanbeberapakesimpulan
sebagai berikut:

1.  Konsep al-Maslahah yang ditawarkan oleh Imam Aba Hanifah merupakan
makna mashlahat yang termuat dalam manhaj ijtihad yang dilahirkan,
yakni istihsan. Konsep ini bermakna berpalingnya mujtahid dari giyas al-
jali ke giyas al-khafi. Maksudnya adalah seseorang berpaling untuk tidak
menetapkan suatu masalah dengan ketentuan hukum yang ada (qiyas al-
jalt). Meskipun ‘illatnya dapat diketahui dengan jelas dan pengaruhnya
kurang efektif, kepada hukum lain yang bertentangan (qiyas al-khafi)
serta pengaruhnya itu lebih kuat, meskipun tidak begitu tampak dan
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perpindahan tersebut dikarenakan adanya sesuatu yang menghendakinya
(yakni lebih maslahat). Atau lebih jelasnya dapat pula diartikan dengan
adanya 2 qiyas, yakni pertama jali tetapi lemah pengaruhnya yang disebut
dengan qiyas, dan kedua khafi tapi kuat pengaruhnya yang dinamakan
Istihsan atau giyas mustahsan. Sewaktu akan mengambil sebuah produk
hukum maka keduanya ditarjih berdasarkan kuatnya pengaruh bukan
atas dasar jelas dan samarnya penunjukan dalil, adapun yang dimaksud
dengan kuat atau lemahnya pengaruh itu dilihat dari segi konsep dasar
memudahkan dan meniadakan kesulitan/kesempitan dalam penetapan
hukum (baca: lebih maslahat).

Tipologi sekaligus karakteristik yang dimiliki oleh al-Maslahahnya Imam
Abt Hanifah (istihsan) di antaranya adalah bahwa al-Maslahah ini terbagi
menjadi 4 (empat), yakni istihsan bi al-nas, istihsan bi al-ijma’ atau istihsan bi
al-‘wrf, istihsan bi al-dariirah, kemudian istihsan bi al-Maslahah, yaitu istihsan
yang didasarkan kepada kemaslahatan. Istihsan dapat dijadikan hujjah
manakala tidak semata-mata didasarkan kepada logika dan hawa nafsu
belaka, tetapi didasarkan kepada dalil yang lebih kuat (dalam kandungan
kemaslahatannya) dan melalui hasil induksi dari sejumlah al-nas bukan
secara parsial.
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